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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 51 TAHMHUN 2014
TENTANG

ORGANISAS|I DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI! BEKASI,

Menimbang : a bahwa sshubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Mengingat -

Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang di dalamnya mengatur

pembentukan Badan Kepegawaian Daerah maka sesuai
ketentuan Pasal 58 perlu disusun aturan pelaksanaannya kedalam
organisasi dan tata kerja yang meliputi kewenangan, tugas pokok
dan fungsi serta uraian tugas,

bahwa atas dasar perimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dasrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Megara Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran Megara
MNomor 4438);




. Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Megara
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Negara Nomor 5454);

. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Megara Nomor 5587),

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 MNomer 88, Tambahan Lembaran MNegara Republik

Indonesia Nomor 4741}

. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor B);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).




MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM
Faszal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bekasi;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Bupati adalah Bupati Bekasi:

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi:

Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi:
Pegawal adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap:

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diben
tugas, wewenang dan hak secara penuh cleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung
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kelancaran tugas pokok Badan.

BAB Il
KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, Badan mempunyai  kewenangan:
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
A, Kepegawaian
a. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1. Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.
2. Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.



3. Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran

Pengadaan Pegawai Negen Sipil (PNS)
1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten
2. Usulan penetapan NIP

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

1. Penetapan kebijakan pengangkatan GPNSD di lingkungan kabupaten.

2 Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten.

3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki

lembaga diklat yang telah terakreditasi,

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri
Sipil (PNS)
1. Penestapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten.

2. Usulan penstapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten/ kota.
3. Pelaksanaan diklat skala kabupaten.

Kenalkan Pangkat
1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang

Ifb s/id 1ll/d
2. Usulan penstapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dar Jabatan

1. Penstapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS
kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon |l atau jabatan
fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuall pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian sekda kabupaten.
Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.
Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aselon

Il PNS kabupaten

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi

1. Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.

Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri

1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua
PNSD di kabupaten.

Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana
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1. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan lli/d ke bawah.

Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negen Sipil

{CPNS)

1. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten golfruang lll/d ke bawah dan
pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten.

Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten/ kota.

m. Pengawasan dan Pengendalian

1. Pengawasan dan pangendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Neger

Sipil (PNS)

1. Menyeienggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS
dilingkungan kabupaten/ kota,

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang

kepegawaian daerah.

Badan dipimpin oleh secrang Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Bagan Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, menyelenggarakan,
membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam
bidang kepegawaian yang meliput Bidang Administrasi Pegawai, Bidang
Pengembangan Pegawai, serta Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Badan

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang meliputi Bidang
Administrasi Pegawai, Bidang Pengembangan Pegawai, serta Bidang Pendidikan
dan Pelatihan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan bidang kepegawaian yang
meliputi Bidang Administrasi Pegawai, Bidang Pengembangan Pegawai, serta
Bidang Pendidikan dan Pelatihan:

¢. pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan bidang kepegawaian yang meliputi
Bidang Administrasi Pegawai, Bidang Pengembangan Pagawai, sera Bidang
Pendidikan dan Pelatihan,
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAB I
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Badan terdin dari unsur-unsur:
a. Pimpinan;

b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;



¢. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang-Sub Bidang Unit Pelaksana Teknis adalah
dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

Organisasi Badan terdiri atas:

4,

b.

f.

g

Kepala Badan;

Sekretanat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan;

3.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Administrasi Pegawai, membawahkan:

1. Sub Bidang Dokumntasi dan Infomasi;

2.  Sub Bidang Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawal.
Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan:

1.  Sub Bidang Formasi dan Penempatan Pegawai,

2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai dan Kesejahtaraan Pegawai.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan,

1,  Sub Bidang Diklat Kepemimpinan;

2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasl
sebagaimana diatur, datam Peraturan Dagrah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Dasrah Kabupaten Bekasi.
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Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal B

Kepala Badan mempunyai fugas memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan memiliki uraian tugas:

a. merumuskan, manetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka kelancaran
tugas;

b. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
BadanKepegawsaian Daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD
dan RKPD Kabupaten;

c. menyiapkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan
BadanKepegawaian Daerah ssbagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD
akhir masa jabatan Kabupaten;

d. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan
Bupati pada bidang kepegawaian daerBadanKepegawaian Daerah:

e, menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah
sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

f. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Kepegawaian
Daerah;

g. menetaphan‘ kebijakan teknis pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil

Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

h, menetapkan data dan analisa informasi kepegawaian di lingkungan
pemerintah Kabupaten Bekasi;

i, menyelenggarakan koordinasi, konsolidasi, integrasi. sinkronisasi dan
standarisasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi kepegawaian:

i melaksanakan rekonsiliasi data kepegawaian dengan  institusi
penyelenggara Manajemen Kepegawaian tingkat propinsi dan pusat:

K. menstapkan bezeetting pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bekasi

l. menetapkan Daftar Nominatif pegawai negeri sipil daerah;
m. merumuskan daftar urut kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil daerah;
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menetapkan kebijakan teknis pelayanan data dan informasi kepegawaian
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengembangan sistem
pengamanan data kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah

kabupaten bekasi
mengusulkan berkas pembuatan Karfu Pegawal MNegeri Sipil

(KARPEG)/Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Isteri Pegawai MNegeri
Sipil (KARIS) dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU)
mengusulkan pembuatan Kartu Taspen,

menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dokumen tata naskah
kepegawaian perorangan dan digitalisasi dokumen kepegawaian
menetapkan pemberitahuan kenaikan gaji berkala

menetapkan kebijakan fteknis pembuatan identitas/tanda pengenal
pegawai negeri sipil kabupaten bekasi

menetapkan  kebijakan teknis pengembangan  sistem informasi
kepegawaian daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi
merumuskan kebijakan teknis pengembangan dan pemeliharan fasilitas
dan aplikasi Teknologi Informasi di bidang kepegawaian

menetapkan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sistem informasi kepegawaian daerah di lingkungan
pemerintah Kabupaten Bekasi

menetapkan kebijakan teknis pengelalaan data informasi pada website
kepegawaian

mengusulan penetapan Peninjauan Masa Kerja pegawai negeri sipil
daerah Golongan IV, |l Il dan [,

mengusulkan Mota Pengajuan Kenaikan Pangkat bagi pegawai negeri sipil
daerah ke Badan Kepegawaian Negara,

merumuskan penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dasrah
Golongan lIl, Il dan |

mengusuikan Kenaikan Pangkat pegawal neger sipil daerah mﬂﬂ]aﬂi Gol,
Ruang IV/a s/d IV/b kepada gubernur

mengusulkan Kenalkan Pangkat pegawai negeri sipil daerah menjadi Gol.
Ruang IV/c ke atas kepada presiden:

mengusulkan penstapan kenaikan pangkat anumeria dan pengabdian
bagi pegawai negeri sipil dagrah;

menyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
jazah bagi Pegawai MNegeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bekasi yang telah memenuhi persyaratan




g9

nh.

.

fn.

pp.

94

55,

Lu.

mengusulkan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP} dan meninggal
bagi pegawai neger sipil daerah golongan ruang IV b ke bawah ke BKN,

merumuskan pengusulan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan
meninggal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan IV ¢ ke atas

kepada Presiden:
merumuskan pensetapan pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS) bagi

Pegawai Negeri Sipil golongan ruang Ill/d kebawah;

mengusulkan berkas pensiun Atas Permohonan Sendin (APS) bagi
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV a dan IV b kepada Gubemur;
merumuskan usulan berkas pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS) bagi
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I\ a dan IV b kepada Presiden,
merumuskan usulan formasi pegawai negeri sipil dagrah Kabupaten setiap
tahun anggaran,

merumuskan kebijakan khusus pengadaan pegawai negeri sipil daerah di
ingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

menyelenggarakan pengadaan pegawai sesuai dengan formasi dan
ketentuan yang telah ditetapkan;

mengusulkan Nota Pengajuan Usul NIF (Nomor Identitas Pegawai) bagi
pegawai negeri sipil daerah ke Badan Kepegawaian Negara;

merumuskan penstapan Pengangkatan Calon Pegawal Megeri Sipil
daerah Kabupaten Bekast

merumuskan penstapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesual peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

menyelenggarakan pengambilan Sumpah/anji pegawai neger sipil
daerah yang telah memenuhi persyaratan;

menyelenggarakan analisis kompetensi jabatan di lingkungan pemeriniah
Kabupaten .EEkEEi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

merumusan penstapan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawal
Megeri Sipil Dalam Jabatan tinggi, Administrator dan Pelaksana di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

merumuskan penetapan Pengangkatan pertama kali, pengangkatan
kembali dan Pemberhentian Pegawai MNegeri Sipil dalam jabatan
fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
merumuskan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri
bagi semua pegawal negeri sipl daerah di lingkungan pemernintah
Kabupaten Bekasi;
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merumuskan persetujuan pindah (masuk dan keluar) antar instansi;
merumuskan Penempatan/FPerpindahan pejabat fungsional
umum/pelaksana antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi;

merumuskan Penempatan/Perpindahan pejabat fungsional tertentu antar
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bekasi:

merumuskan pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) dan Pelaksana
Tugas (PLT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

merumuskan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawal
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlakw;

mearumuskan kebijakan teknis pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;
merumuskan penetapan Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemutusan
Hubungan KerjaPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten;
menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dan
PPPK di lingkungan Kabupaten;

merumuskan kebijakan teknis penanganan indisipliner pegawai negeri sipil
daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

menyelenggarakan proses administratif penanganan masalah pegawai
negeri sipil daerah indisipliner sesuai kewenangan, prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

marumuska.n penetapan sanksi indisipliner yang akan dijatuhkan oleh
Bupati dan Sekda sesual dengan kewenangan, prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang beriaky;

menyelenggarakan pembinaan disiplin pegawal negeri sipil daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi secara berkala:

menetapkan Pernyataan Tidak Pemah Dijatuhi Hukuman Disiplin Untuk
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai
dengan kewenangan:

mengevaluasi tingkat kehadiran pegawai dilingkungan pemerintah
kabupaten bekasi
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menyelenggarakan pengelolaan penilaian  kinerja pegawai  tingkat
kabupaten Bekasi

merumuskan kebijakan teknis pembinaan dalam rangka pemberian izin
dan/atau keterangan untuk melakukan perceraian bagi pegawai negen
sipil daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

menetapkan pemberian izin danfatau  Keterangan Untuk Melakukan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan,
prosedur dan  ketentuan yang berlaku di  Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi;

menetapkan pemberian Surat Izin Cuti tahunan untuk Pejabat Eselon llI,
IV dan V atau sesuai kewenangan dan ketentuan yang beriaku di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi .

menyiapkan bahan pemberian Surat Izin Cuti Bersalin untuk pegawai
negeri sipil daerah golongan Il dan IV atau sesuai kewenangan dan
ketentuan yang berlaku ;

menyiapkan bahan pemberian Surat |zin Cuti Sakit lebih dari 14 hari bagi
pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi ;
menyiapkan bahan penyusunan bahan pemberian bantuan uang duka
bagi pegawai neger sipil daerah yang meninggal dunia di lingkungan
pemerintah Kabupaten Bekasi ;

merumuskan kebijakan teknis pemberian Penghargaan terhadap pegawai
negeri sipil

mengusulkan pengajuan Taperum Pegawai Negeri Sipil Daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi

merumuskan kebijakan dalam bidang peningkatan kesejahteraan pagawai
merumuskan kebijakan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai
dalam kerangka peningkatan kinerja pegawai

menyelenggarakan analisa kebutuhan diklat kepemimpinan, dikiat
prajabatan, pemberian tugas dan ijin belajar di lingkungan pemerintah
kabupaten bekasi

menyelenggarakan  koordinasi  teknis dengan Lembaga Diklat
Terakreditasi dan Perguruan Tinggi

menyelenggarakan kegiatanifasilitasi pengiriman peserta Diklat prajabatan
bagi calon pegawai negeri sipil daerah yang telah memenuhi syarat;
menyelenggarakan kegiatanfasilitasi pengiriman peserta Pendidikan dan
Pelatihan Struktural Aparatur bagi pegawai yang telah memenuhi syarat;
menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan
Struktural Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
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merumuskan penugasan Pendidikan dan Peiathan bag Pejabat
Struktural/PejabatAdministrasi dan Pejabat Tinggi

menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan seleksi penerimaan Praja
IPDN;

menetapkan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

merumuskan penetapan Tugas Belajar bagi Pegawai Neger Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

menyelenggarakan seleksi untuk tugas belajar dan lzin belajar bagi

Pegawai Negeri Sipil Daarah

merumuskan Peraturan tentang Pemberian |zin belajar dan Tugas Belajar
bagi PN3,

menyelenggarakan kegiatan Bimbingan teknis (Bintek)/Seminar/Lokakarya
implementasi  Peraturan  Perundang-undangan bidang  Diklat
Kepemimpinan;

menetapkan petuniuk teknis penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan;
menyelenggarakan avaluasi diklat kepemimpinan, diklat prajabatan,
pemberian tugas dan ijin belajar di lingkungan pemerintah kabupaten
bekasi

menyelenggarakan analisa kebutuhan diklat teknis dan fungsional di
lingkungan pemerintah kabupaten bekasi

menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan diklat teknis dengan
Lembaga Diklat Terakreditasi dan Perguruan Tinggi

menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan diklat fungsional dengan

Instansi Pembina Jabatan Fungsional

mmmrr. menyelenggarakan kegiatan/fasilitasi penginman peserta diklat/bimbingan
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teknis dan diklat fungsional bagi pegawal di lingkungan Pemerntah
Kabupaten Bekasi

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi diklat/bimbingan teknis dan
diklat fungsional bagi pegawai dilingkungan Pemeriniah Kabupaten Bekasi
merumuskan penugasan bagi peserta diklat/bimbingan teknis dan diklat
fungsional

menyelanggarakan fasilitasi pemagangan bagi pegawai dilingkungan
pemerintah kabupaten bekasi pada instansi swasta atau instansi
pemerintah lain

menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan pegawai
instansi pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten bekasi
menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan teknisffungsional
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menyelenggarakan evaluasi dikiat/bintek teknis, dikiat fungsiona! dan
penyslenggaran pemagangan di lingkungan pemerintah kabupaten bekasi
menyslenggarakan analisa pengembangan pegawai melalui melalui
pendidikan dan

pelatinan, bimbingan teknis, seminar, kursus, penataran dan pamagangan
mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatinan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;
menyelenggarakan akuntansi dan partanggungjawaban atas penyusunan
dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang
selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tugas Pembantuan yang
disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan
kepada Badan Pengslolaan Keuangan dan Aset Daesrah Kabupaten

Bekasi:

_ menyiapkan dan menyampaikan bahan persetujuan dan bahan penetapan

urusan pemerintahan daerah Kabupaten yang ditugaspembantuankan
kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya,
menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan
Badan Kepegawaian Daerah;

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Badan
Kepagawaian Dasrah,

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Badan Kepegawaian Daerah;

menyampaikan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah kepada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan
penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas pada Badan Kepegawaian
Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan fugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membina bawahan agar pelaksanaan tugas beralan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan
pengembangan karier;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh Bupati.
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Paragraf 2
Sekretariat
Paszal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta

pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

Sekretariat mengoordinir kegiatan bidang-bidang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi.

a. penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
umum. keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

b. perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan
kepegawalan,

¢. pengendalian dan pembinaan administrasi  umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang;

e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

. (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan:

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian I'fauangan:

¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada Pasal 9, mempunyal uraian tugas sebagai berikut;

a.

merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana

yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas,

menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
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menghimpun bahan-bahan LPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya,
menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan badan Badan
Kepegawsaian Daerah pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa |abatan Bupati.
Melaksanakan penatausahaan keuangan atau verifikasi yang berkaitan dengan
dokumen keuangan

menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta parencanaan, evaluasi dan pelaporan;
menyelenggarakan dan mengeoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan
kegiatan, evaluasi dan menganalisa data seria laporan hasil kegiatan:
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;
menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada
atasan;

membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang beriaku;
membimbing atau membernkan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerfjanya untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pa=zal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi
dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau Kegiatan,
evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian
Daerah.
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

a  perencanaan kegiatan perencanaan, evaiuasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian Daerah

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evalussi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian Daerah ;

¢c. pembagian palaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan
dari masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian Daerah |

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
”
i Pasal 12
Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas
I sebagai berikut:
a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
o Badan;
b. menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja {RENJA) dari
masing-masing bidang:
c. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD can RKPD Badan Kepegawaian Daerah
pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan
l ¢ RKPD Kabupaten,
d. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada Badan:
g. menghimpun, ma;naduserasib:an dan mengolah perencanaan program  dan
kegiatan dari masing-masing bidang,
f. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Badan
g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam bidang
kepegawaian daerah sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima
tahunan kabupaten;
h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati

Badan Kepegawaian Daerah ;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagai bahan

pertanggungjawaban kepada Bupati;
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menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-
masing bidang:

menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Badan dalam penyusunan Laporan
Kegiatan Tugas Pembantuan dar Pemerintah dan/atau Provinsi;

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daeran
kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan
lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari atternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan:

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

member petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan padoman dan Ketentuan yang berlaku,

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yvang diberikan cleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan

pada Badan Kepegawaian Daerah .

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub

Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Badan Kepegawaian
Daerah ;

b, pelaksanaan administrasi keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah ;

¢. pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Badan
Kepegawaian Daerah !

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuaj dengan fugas dan

fungsinya.
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Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal uraian tugas sebagai
berikut:

a.
b.

& 2 3

menyusun rencana kerja administrasi keuangan Badan,

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pembantu Verifikator di
lingkup Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK:

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS dan PTT serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

Membantu dan menyiapkan administrasi penatausahaan keuangan di lingkungan
Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;

meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan
ketersediaan anggaran seria pembebanan pada kode rekening;

menyiapkan SPM;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan PTT
lingkup Badan;

melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

menyalenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
menyusun laporan realisasi anggaran Badan setiap bulan dan triwulan,

menyusun laporan neraca dinas setiap trivulan dan akhir tahun;

menyusun catatan atas laporan keuangan:

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi. permasalahan lingkup
tugas serta mencari altemnatif pemecahannya;

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sabanai pedoman dalam pelaksanaan flugas,
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku:

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier,

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
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v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan iata warkat,
kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah .

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis serta ruang
parkanioran;

b, pelaksanaan urusan fata warkat, kepegawalan, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang

perkantoran,
c. pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat kepagawaian,

kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat

tulis serta ruang perkanioran;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Paszal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin aleh secrang Kepala, mempunyai uraian

tugas sebagai berikut: |

a.

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis sera ruand
perkantoran Badan,

melaksanakan ketatawarkatan Badan meliputi pengaturan pengeiolaan surat
masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam
rangka kelancaran tugas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Badan;

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Badan;

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;

menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;
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melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Badan,
melaksanakan pengadaan periengkapan, perbekalan, pemeliharaan  atau
penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Badan;
melaksanakan penyusunan Daftar Barang Badan menurut pengolongan dan

kodifikasi barang;
melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Karty Inventaris Barang A,

B.C,D EdanF;
melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan

bangunan,
melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik da
bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik

erah di Badan sebagai

pemerintah dasrah;
pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Badan;

menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Badan;

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Badan;

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik dasrah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persatujuan DPRD dan barang milik daerah
selain tanah dan bangunan;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Badan meliputi layanan
administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB) daftar urut
kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu,
tunjangan anak atau keluarga, Askes. Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan
formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat,
penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsicnal, pembinaaniteguran disiplin
pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesual aturan yang Derlakl.
membuat konsep pemberian izin nikah dan ceral, membuat usulan pemberhentian
dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan
perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku,
melaksanakan pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Badan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
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mempelajar. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang beraku;

menilai hasil kerfa bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier,

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Administrasi Pegawai
Pasal 17

Bidang Administrasi Pegawai dipimpim oleh oleh seorang Kepala dan mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengeloia, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan dokumentasi, informasi,

kepangkatan dan pensiun pegawai,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

Bidang Administrasi Pegawai mempunyai fungsi:

a. operasional urusan dokumentasi, informasi, kepangkatan dan pensiun
pegawai;

b. pengelolaan urusan dokumentasi, informasi, kepangkatan dan pensiun
pegawai.

¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan dokumentasi, informasi,
kepangkatan dan pensiun pegawal; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyslenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Administrasi Pegawai,
membawahkan:

a, Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;

b. Sub Bidang Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai.
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Pasal 18

Bidang Administrasi Pegawai dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana pada Pasal 17, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.
b

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Administrasi Pegawal,
menylapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Administrasi
Pegawal

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerjia (RENJA) Bidang Administrasi Pegawai,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Administrasi Pegawai

merumuskan kebijakan teknis pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi

menganalisa data informasi kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten
Bekasi

menyusun bahan koordinasi, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi
dalam menyelenggarakan pelayanan informasi kepegawaian

Mermuskan bahan rekonsiliasi data kepegawaian dengan institusi penyelenggara
Manajemen Kepegawaian tingkat propinsi dan pusat

melakukan penyusunan bezeetting pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bekasi

melakukan penyusunan Daftar Nominatif pegawai negeri sipil daerah
melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil
daerah

merumuskan kebijakan teknis pelayanan data dan informasi kepegawaian di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengembangan sistem
pengamanan data kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah kabupaten
bekasi

menyelenggarakan fasilitasi pembuatan Kariu Pegawai Negeri  Sipil
(KARPEG)/Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil
(KARIS) dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU);
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menyelenggarakan fasilitasi pembuatan Kartu Taspen kepada seluruh pegawai
negen sipil daerah sesual ketentuan yang berlaku,

menyusun kebijakan teknis pengelolaan dokumen tata naskah kepegawaian
perorangan dan digitalisasi dokumen kepegawaian

menyusun pemberitahuan kenaikan gaji berkala

merumuskan kebijakan teknis pembuatan identitas/tanda pengenal pegawai
negeri sipil kabupaten bekasi

merumuskan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi kepegawaian
daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi

merumuskan kebijakan teknis pengembangan dan pemelinaran fasilitas dan
aplikasi Tekrologi Informasi di bidang kepegawaian

merumuskan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sistem infarmasi kepegawaian daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi
merumuskan kebijakan teknis pengelolaan data informasi pada website

kepegawaian
menyusun usulan penetapan Peninjauan Masa Kerja pegawai negen sipil daerah
Golongan IV, Ill, Il dan [;

menyusun Nota Pengajuan Kenaikan Pangkat bagi pegawai negeri sipil daerah ke
Badan Kepegawaian Negara;

menyusun bahan rumusan penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
daerah Golongan Ill, Il dan [}

menyusun bahan pengusulan Kenaikan Pangkat pegawai negeri sipil daesrah
menjadi Gol. Ruang |\V/a s/d IV/o kepada gubernur,

menyusun bahan pengusulan Kenaikan Pangkat pegawal negeri sipil daerah
menjadi Gol. Ruang V/c ke atas kepada presiden,

menyusun bahan pengusulan penetapan kenalkan pangkat anumerta dan
pengabdian bagi pegawai negeri sipil daerah;

menyusun Fenyele:ngganaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah bagi Pegawai Neger Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi yang telah memenuhi persyaratan

menyusun pengusulan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan meninggal
bagi pegawai negeri sipil daerah golongan ruang IV b ke hawah ke BKN;
menyusun rumusan pengusulan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan
meninggal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan |V ¢ ke atas kepada
Presiden;

menyusun rumusan penstapan pensiun Atas Permohonan Sendin {APS) bagi
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IIl/d kebawah;
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menyusun pengusulan berkas pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS) bagi
Pegawal Negeri Sipil golongan ruang IV a dan IV b kepada Gubemur,
menyusunan rumusan pengusulan berkas pensiun Atas Permohonan Sendir
(APS) bagl Pegawai Nagern Sipil golongan ruang IV a dan IV b kepada Presiden:
melaksanakan koordinasi dengan Bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera penyajian data hasil kegiatan
Bidang Administrasi Pegawai;

menghimpun bahan laporan akuntabilitas kerja lingkup bidang Administrasi
Pegawai;

menghimpun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan pada lingkup
Bidang Administrasi Pegawai:

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Administrasi
Pegawai;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya 2ebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan:

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan Ketentuan yang berlaku,

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karer

menyusun laporan pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan.
Pasal 18

Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengonfrol urusan pengelolaan
dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;

a. kegiatan urusan pengelolaan dokumentasi dan informasi;

b. pelaksanaan urusan pengelofaan dokumentasi dan informasi;

c. pembagian pelaksanaan tugas uwrusan pengelolaan dokumentasi dan

informasi;



d. peiaksanaan tugas lan yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Fazai 20

Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi dipimpin oleh secrang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut.

d.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Dokumentasi dan
Informasi;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Dokumentasi
dan Informasi;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Dokumentasi dan Informasisebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD
lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Dokurmentasi dan Informasi:

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran {RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;

melaksanakan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan
pamerintah Kabupaten Bekasi

melaksanakan penyusunan data informasi kepegawaian di lingkungan pemerintah
Kabupaten Bekas:

menyiapkan bahan koordinasi, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi
dalam menyemngg?rahan pelayanan informasi kepegawaian

Menyiapkan bahan rekonsiliasi data kepegawaian dengan institusi penyelenggara
Manajemen Kepegawaian tingkat propinsi dan pusat

menyiapkan bahan untuk penyusunan bezeetting pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi

menyiapkan bahan penyusunan Daftar Nominatif pegawai negeri sipil daerah
menyiapkan bahan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) pegawai negeri
sipil daerah

melaksanakan pelayanan data dan informasi kepegawaian di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi

melaksanakan dan mengembangkan sistem pengamanan data kepegawaian di
lingkungan pemerintah daerah kabupaten bekasi
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menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pembuatan Karu Pegawai Negen Sipil
(KARPEG)/Kartu Pegawal Elektronik (KPE), Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil
(KARIS) dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU)

menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pembuatan Kartu Taspen kepada
seluruh pegawai negeri sipil daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

melaksanakan pengelolaan dokumen tata naskah kepegawaian percrangan dan
digitalisasi dokumen kepegawaian

menyiapkan bahan pemberitahuan kenaikan gaji berkala

melaksanakan pembuatan identitas/tanda pengenal pegawai negeri sipil
kabupaten bekasi

melaksanakan teknis pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi

melaksanakan pengembangan dan pemneliharan fasilitas dan aplikasi Teknologi
Informasi di bidang kepegawaian

melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi
kepegawaian daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi

melaksanakan pengelolaan data informasi pada website kepegawaian
melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja lingkup subbidang Dokumentasi dan
informasi;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan pada lingkup
Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang
Dokumentasi dan Informasi,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas:

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.

mambagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang beriaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;



(1)

(2)

metaporkan hasil pelaksanaan fugas danfatau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.

Fasal 21

Sub Bidang Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai mempunyai lugas
pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol

urusan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

Sub Bidang Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan urusan Adminisirasi Kepangkatan dan Pensiun
Pegawai;

b, pelaksanaan urusan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai,

¢.. pembagian pelaksanaan tugas urusan Administrasi Kepangkatan dan
Pensiun Pegawai, dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 22

Sub Bidang Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai dipimpin oleh seorang

Kepala, mempunyai uraian fugas sebagai berikut;

= 1

menyusun rancana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Administrasi Kepangkatan
dan Pensiun Pegawai;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Administrasi
K'epanghatan dan Pensiun Pegawai,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpllkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai sebagal bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinera (RENJA) Sub Bidang Administrasi Kepangkatan dan Pensiun
Pegawai:



menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai
menyiapkan bahan usulan penstapan Peninjauan Masa Kerja pegawai negeri sipil
daerah Golongan IV, Ill, Il dan |;

menyiapkan bahan Nota Pengajuan Kenaikan Pangkat bagi pegawal negeri sipil
daerah ke Badan Kepegawaian Negara;

menyiapkan bahan perumusan penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
daerah Gelongan Ill, [l dan [

menyiapkan bahan pengusulan Kenaikan Pangkat pegawai negeri sipil daeran
menjadi Gol. Ruang I\V/ia sid Vb kepada gubamur,

menyiapkan bahan pengusulan Kenaikan Pangkat pegawai negeri sipil daerah
menjadi Gol. Ruang IV/c ke atas kepada presiden;

menyiapkan bahan pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan
pengabdian bagl pegawai negeri sipil daerah;

menyiapkan bahan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemenntah
Kabupaten Bekasi yang telah memenuhi persyaratan;

menyiapkan bahan pengusulan herkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan
meninggal bagi pegawai negeri sipil daerah golongan ruang IV b ke bawah ke
kantor BKN,

menyiapkan bahan rumusan pengusulan berkas pensiun Batas Usia Pensiun
(BUP) dan meninggal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan IV ¢ ke atas
kepada Presiden;

menyiapkan bahan rumusan penetapan pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS)
bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang lilid kebawah

menyiapkan bahan pengusulan berkas pensiun Atas Parmohonan Sendiri (APS)
bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV a dan [V b kepada Gubernur;
menyiapkan bEhEI:I rumusan pengusulan berkas pensiun Atas Parmohonan
Sendiri {(APS) bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang [V & dan IV b kepada
Prasiden:

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja lingkup subbidang Kepangkatan dan
Pensiun Pegawai;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan pada lingkup

Sub Bidang Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai;
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meiaksanakan program pengawasan intemal di hingkungan Sub Bidang
Admimistrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai,

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-keteniuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencarn alternatif pemecahannya;
membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku:
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Pengembangan Pegawai
Pasal 23

Bidang Pengembangan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan formasi dan penempatan

pegawai, serta peambinaan digiplin dan kesejahteraan pegawal.

Untuk ma!aksanaka'n tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi:

a. operasional urusan formasi dan penempatan pegawal, serta nembinaan
disiplin dan kesejahteraan pegawai;

b. pengelolaan urusan formasi dan penempatan pegawai, serta pembinaan
disiplin dan kesejahteraan pegawai;

¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan formasi dan penempatan
pegawai, serta pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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(3)

Calam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Pegawai,
membawahkan:

a.  Sub Bidang Formasi dan Penempatan Pegawai;

b.  Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 24

Bidang Pengambangan Pegawal dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana pada Pasal 23, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pengembangan Pegawal
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pengembangan
Pegawal;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Pengembangan Pegawai;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Pengembangan Pegawal;

mengelola dan menganalisa urusan formasi dan penempatan pegawai, serla
pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai,

menyusun formasi pegawai Kabupaten setiap tahun anggaran:

menyusun bahan perumusan kebijakan xhusus pengadaan pegawai di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

melaksanakan pengadaan pegawai negeri sipil daerah sesual dengan formasi
dan ketentuan yang telah aitetapkan;

menyusun Nota Pengajuan Usul NIP {Nomer Identitas Pegawai) bagl pegawai
negeri sipll daerah ke Badan Kepegawaian Negara:

menyusun bahan rumusan penstapan Pengangkatan Calon Pagawai Negeri Sipil
daerah Kabupaten Bekasi:

menyusun rumusan penetapan Calon Pegawai Meger Sipil Daerah (CPNSD)
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai peraturan perundang-undangan yang
beraku:

melaksanakan pengambilan Sumpah/Janji pegawai negeri sipil daerah yang
telah memenuhi persyaratan;
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malaksanakan analisis kompstens: jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten
Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyusun rumusan penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawal
MNeger Sipll Dalam Jabatan tinggi, Administrator dan Pelaksana di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi,

menyusun rumusan psnetapan Pengangkatan pertama kal, pengangkatan
kembali dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyusun rumusan penetapan pemberhentian sementara dan jabatan negen
bagi semua pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten
Bekasi

manyusun rumusan persetujuan pindah (masuk dan keluar) antar instansi;
menyusun rumusan Penempatan/Perpindahan pejabat fungsional
umumipelaksana antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi;

menyusun rumusann Penempatan/Perpindahan pejabat fungsional tertentu antar
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
menyusun perumusan pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) dan Pelaksana
Tugas (PLT) di ingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

menyusun rumusan penstapan kebutuhan jumiah dan jenis jabatan Pegawai
Pemerintah dengan Peranjian Kera (PPPK) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

menyusun rumusan kebijakan teknis pengangkatan Pegawal Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (FPPK) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

menyusun rumusan penetapan Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemutusan
Hubungan KerjaPegawai Pemerintah dengan Peranjian Kerja (PPPK) di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi

melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan
perungang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dan PPPK di
lingkungan Kabupaten;

menyususn rumusan kKebijakan teknis penanganan indisipliner pegawai negeri
sipil daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi:

melaksanakan proses administratif penanganan masalah pegawai negeri sipil
daerah indisipliner sesuai kewenangan, prosedur dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
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menyusun rumusan penctapan sanksi indisipliner yang akan dijatuhkan oleh
Bupati dan Sekda sesuai dengan kewenangan, prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang beriaku;

melaksanakan pembinaan disiplin pegawal negeri sipil daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bekasi seécara berxala;
menyusun Permyataan Tidak Pemah Dijatuhi Hukuman Disiplin Untuk Pegawal

Neger Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai dengan
Eewanangan,

menyelenggarakan pengslolaan evaluasi tingkat kehadiran pegawai di
lingkungan pemerintah kabupaten bekasi

melaksanakan pengelolaan penilaian kinerja pagawai tingkat kabupaten Bekasi
menyusun kebijakan teknis pembinaan dalam rangka pemberian izin dan/atau
keterangan untuk melakukan perceraian bagi pegawai negeri sipil daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

menyusun pemberian izin danfatau Keterangan Untuk Melakukan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan, prosedur dan ketentuan
yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

menyusun pemberian Surat [zin Cuti tahunan untuk Pejabat Eselon Il IV dan V
atau sesual kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi ;

menyusun pemberian Surat lzin Cuti Bersalin untuk pegawai negen sipil daerah
golongan Ill dan |V atau sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku ;
menyusun pemberian Surat zin Cuti Sakit lebih dari 14 har bagi pegawai negeri
sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi |

menyusun bahan pemberian bantuan uang duka bagi pegawai nagen sipil
daerah yang meninggal dunia di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi |
menyusun rumusan kebijakan teknis pemberian Penghargaan terhadap pegawail
negeri sipil .

melaksanakan fasilitasi pengajuan Taparum Pegawai Megeri Sipil Daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi :

menyusun kebijakan dalam bidang peningkatan kesejahteraan pegawai
menyusun kebijakan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai dalam
kerangka peningkatan kinerja pegawai

melaksanakan koordinasi dengan Bidang fain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera penyajian data hasil
kegiatan Bidang Pengembangan Pegawai:

menghimpun bahan laporan akuntabilitas kerja lingkup bidang Pengembangan
Pegawai,
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menghimpun pertanggungiawaban laporan kegiatan dan keuangan pada lingkup
Bidang Pengembangan Pegawai,

melaksanakan program pengawasan internal  di  lingkungan Bidang
Pengembangan Pegawal,

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di
lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecanannya

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku:

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier:

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal 25

Sub Bidang Formasi dan Penempatan Pegawai mempunyal tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengoentrol urusan
formasi dan penempatan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

Sub Bidang Formasi dan Penempatan Pegawal, mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan urusan formasi dan penempatan pegawai:

b. pelaksanaan urusan formasi dan penempatan pegawai.

¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan formasi dan penempatan pegawai;
dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Sub Bidang Formasi dan Penempatan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala,
mempunyai uraian tugas sebagal bankut:

4.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Formasi dan Penempatan
Pegawar;

menyiapkan bahan rercana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Formasi dan
Penempatan Pegawai;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Formasi dan Penempatan Pegawai sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA} dan
rencana kineria (RENJA} Sub Bidang Formasi dan Penempatan Pegawai:
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Formasi dan Penempatan Pegawai

menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai Kabupaten setiap tahun
anggaran;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan khusus pengadaan pegawai di
lingkungan pemeriniah Kabupaten Bekasi,

menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan pegawal negeri sipil daerah sesuai
dengan formasi dan ketentuan yang telah ditetapkan:

menyiapkan bahan MNota Pengajuan Usul NIF (Nomar |dentitas Pegawai) bagi
pegawai negeri sipil daerah ke Badan Kepagawaian Negara;

menylapkan bahan perumusan penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil daerah F{abup:ﬁtan Bekasi;

menylapkan bahan perumusan penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
(CPNSD) menjadi Pegawal Negeri Sipil (PNS! sesual peraturan perundange
undangan yang beraku;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pengambilan Sumpah/Janji pegawai negeri
sipil daerah yang telah memenunhi persyaratan,

menyiapkan bahan analisis kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah
Kabupaten Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
menyiapkan bahan perumusan penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian
Pegawai MNegeri Sipil Dalam Jabatan tinggi, Administrator dan Pelaksana di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
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menyiapkan bahan perumusan penetapan Pengangkatan pertama Kaii
pengangkatan kembali dan Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil dalam jabatan
fungsional sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyiapkan bahan perumusan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan
negen bagl semua pegawar negeri sipil dasrah di lingkungan pemerintah
Kabupaten Bekasi

menylapkan bahan perumusan persetujuan pindah (masuk dan keluar) antar
instansi,

menyiapkan bahan rumusan Penempatan/Perpindahan  pejabat fungsional
umum/pelaksana antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi,

menylapkan bahan pemberian Surat Keputusan Penempatan/Perpindahan pejabat
fungsional tertentu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi;

menyiapkan bahan perumusan pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) dan
Pelaksana Tugas (PLT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

menyiapkan bahan perumusan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kera (PPPK) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengangkatan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kena (PPPK) di lingkungan pemerintah
Kabupaten Bekasi,

menyiapkan bahan perumusan penetapan Pengangkatan, Perpindahan, dan
Pemutusan Hubungan KerjaPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, menéulah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub BidangFormasi dan Penempatan Pegawai

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja lingkup subbidang Formasi dan
Penempatan Pegawai

manyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan pada lingkup
Sub Bidang Formasi dan Penempatan Pegawai

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Formasi
dan Penempatan Pegawai

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas,
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membenkan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan:
meiaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan aiternatif pemecahannya;

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku,

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar peiaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olen atasan.

Pasal 27

Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan. melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol

urusan Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan urusan Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan
Pegawai;

b, pelaksanaan urusan Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

¢. pembagian pelaksanaan ftugas wurusan Pembinaan Disiplin  dan

Kesejahteraan Pegawal; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 28

Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang

Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan
Pegawai;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Disiplin dan

Kesejahteraan Pegawai;



menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LPPD lima tahunan Kabupaten:

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinena (RENJA) Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai:
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten,

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen
PNS di lingkungan Kabupaten,

menyispkan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan indisipliner pegawai
negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

menyiapkan bahan proses administratif penanganan masalah pegawai negeri sipil
daerah indisipliner sesuai kewenangan, prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beraku;

menyiapkan bahan perumusan pensiapan sanksi indisipliner yang akan dijatuhkan
oleh Bupati dan Sekda sesuai dengan kewenangan, prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil
dasrah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bakasi secara berkala;

menyiapkan bahan pemberian Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman
Disiplin Untuk Pegawai Negen Sipil o lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
sesuai dengan kewenangan:

melaksanakan pengelolaan evaluasi tingkat kehadiran pegawal dilingkungan
pemerintah kabupaten be kasi

menyiapkan bahan pengelolaan penilaian prestasi kera negawal tingkat
kabupaten Bekasi

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dalam rangka
pemberian izin danfatau keterangan untuk melakukan perceraian bagi pegawai
negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi,

menyiapkan bahan pemberian izin danfatau Keterangan Untuk Melakukan
Perceraian bagl Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan, prosedur dan
ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi,
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menyiapkan bahan pemberian Surat Izin Cuti tahunan untuk Pejabat Eselon Il Y
dan V atau sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi |

menyiapkan bahan pemberian Surat [zin Cuti Bersalin untuk pegawai negeri sipil
daerah golongan |l dan IV atau sesuail kewenangan dan ketentuan yang berlaku ;
menyiapkan bahan pemberian Surat 1Zin Cuti Sakit lebih dari 14 hari bagi pegawal
negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi ;

menyiapkan bahan penyusunan bahan pemberian bantuan uang duka bagi
pegawai negeri sipil daerah yang meninggal dunia di fingkungan pamerintah
Kabupaten Bekasi |

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberian Penghargaan terhadap
pegawal negeri sipil;

menyiapkan bahan fasilitasi pengajuan Taperum Pegawai Neger Sipil Daerah di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi

menylapkan bahan kebijakan dalam bidang peningkatan kesejahteraan pegawai
menyiapkan bahan kebijakan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai dalam
kerangka peningkatan kinerja pegawai

melaksanakan koordinasi dangan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengelah dan menganalisa data seria penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pagawai

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja lingkup subbidang Pembinaan
Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan pada lingkup
Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawal

melaksanakan program pengawasan intemnal di lingkungan Sub Bidang
Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawali

mempelajari, memghamr dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,

" ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas,
memberikan saran dan perimbangan teknis bidang ugasnya HEH&H& alasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemacahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang benaku,

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar:

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier:




melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
mm. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 29

(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan penyelenggaraan diklat

kepemimpinan serta diklat teknis dan fungsional.

(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pendidikan dan Pelatthan, mempunyail fungsi .
a. operasional urusan penyalenggaraan diklat kepemimpinan serta diklat teknis
dan fungsional;
b. pengelolsan urusan penyelenggaraan diklat kepemimpinan serta diklat
teknis dan fungsional;
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan diklat teknis
dan fungsional;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pendidikan dan
Pelatihan, membawahkan :
a. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan;
b. Sub Bidang D'rk_rat Teknis dan Fungsional.

Pasal 30

Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana pada Pasal 29 mempunyai uraian tugas sebagai berikut

a, menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

b.  menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Diklat

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

d.  mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
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menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Diklat,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Diklat

melakukan analisa kebutuhan diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, pemberian
tugas dan ijin belajar di lingkungan pemerintah kabupaten bekasi

menyusun bahan koordinasi teknis dengan Lembaga Diklat Terakreditasi dan
Perguruan Tinggi

melaksanakan kegiatan/fasilitasi pengiriman peserta Diklat prajabatan bagi calon
pegawa: negeri sipil daerah yang telah memenuhi syarat;

melaksanakan kegiatan/fasilitasi pengiriman peserta Pendidikan dan Pelatihan
Struktural Aparatur bagi pegawai yang telah memenuhi syarat;

menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

menyusun rumusan penugasan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat
Struktural/PejabatAdministrasi dan Pejabat Tinggi

melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan seleksi penerimaan Praja IPDN;
menyusun penstapan lzin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

menyusun rumusan penetapan Tugas Belajar bagi Pegawal Neger Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

melaksanakan seleksi untuk tugas belajar dan lzin belajar bagi Pegawai NMegen
Sipil Daerah;

menyusun rumusan Peraturan tentang Pemberian zin belajar dan Tugas Belajar
bagi PNS;

melaksanakan lu'egiatan Bimbingan teknis  (Bintek)/Seminar/Lokakarya
Implementasi Peraturan Perundang-undangan bidang Diklat Kepemimpinan,
menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan Dikiat Kepemimpinan;

melaksanakan evaluasi diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, pemberian tugas
dan ijin belajar di ingkungan pemerintah kabupaten bekasi

melaksanakan anaiisa kebutuhan diklat teknis dan fungsional di lingkungan
pemerintah kabupaten bekasi

menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan diklat teknis dengan Lembaga
Diklat Terakreditasi dan Perguruan Tinggi

menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan diklat fungsional dengan Instansi

Pembina Jabatan Fungsional
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melaksanakan kegiatanfasilitasi penginman peserta diklat/bimbingan teknis dan
dikiat fungsional bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
menyusun bahan koordinasi dan fasiltasi diklatbimbingan teknis dan diklat
fungsional bagi pegawai dilingkungan Pemenntah Kabupaten Bekasi

menyusun rumusan penugasan bagi peserta diklatbimbingan teknis dan dikiat
fungsional

melaksanakan fasilitasi pemagangan bagi pegawai dilingkungan pemerintah
kabupaten bekasi pada instansi swasta atau instansi pemerintah lain
melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan pegawai Instansi
pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan Diklat teknis/fungsional;
melaksanakan evaluasi diklatbintek teknis, diklat fungsional dan penyelenggaran
pemagangan di lingkungan pamerintah kabupaten bekasi;

melaksanakan analisa pengembangan pegawai melalui melalui pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, saminar, kursus, penataran dan pemagangan;
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Fendidikan dan Pelatihan;

menyusun bahan laparan akuntabilitas kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan,
menyusun pertanggungiawaban laporan kegiatan dan keuangan;

mengendalikan pelaksanaan tekniz kegiatan lingkup Bidang Pendidikan dan

Pelatihan;
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang

Pendidikan dan Pelatihan;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuar-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pendidikan dan
Pelatihan;

melaksanakan program pengawasarn internal di lingkungan bidang Pendidikan dan
Pelatihan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventansasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawshan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang beriaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat benalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,
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(2)

melsporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Sub Bidang Dikiat Kepemimpinan mempunyal tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membag: tugas dan mengontrol  urusan

penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sub

Bidang Diklat Kepemimpinan. mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan;

b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan;

¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan penyelenggaraan  Dikiat
Kepemimpinan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Pasal 32

Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dipimpin oleh secrang Kepala, mempunyai uraian
tugas sebagai berikut:

a.
b.
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menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Diklat Kepemimpinan;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Diklat
Kepemimpinan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan IEIF‘JPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Diklat Kepemimpinan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima
tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana Kinerja (RENJA) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan:

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan

menyiapkan bahan analisa kebutuhan diklat kepemimpinan, dikiat prajabatan,
pemberian tugas dan ijin belajar di lingkungan pemerintah kabupaten bekasi



menyiapkan bahan pengkoordinasian teknis dengan Lembaga Diklat Terakreditasi
dan Perguruan Tinggi

menyiapkan bahan penyslenggaraan kegiatan/fasilitasi pengiriman peseria Dikiat
prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil daerah yang telah memenuhi syarat;
menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatanfasilitasi pengiriman peserta
Bendidikan dan Pelatinan Struktural Aparatur bagi pegawai yang telah memenuhi
gyarat;

menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

menyiapkan bahan rumusan penugasan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat
Struktural/PejabatAdministrasi dan Pejabat Tinggi

menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan seleksi penerimaan Praja IPDN;
menyiapkan bahan penetapan Izin Belajar bagi Pegawai MNegeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

menyiapkan bahan rumusan panetapan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemernntah Daerah Kabupaten Bekasi

menyiapkan bahan penyelenggaraan seleksi untuk tugas belajar dan Izin belajar
bag: Pegawai Negeri Sipil Dasrah,

menyiapkan bahan perumusan Peraturan tentang Pembenan lzin belajar dan
Tugas Belajar bagi PNS;

menyiapkan bahan  penyelenggaraan  kegiatan Bimbingan  teknis
{Bintek)/Seminar/Lokakarya Implementasi Peraturan Perundang-undangan bidang
Diklat Kepemimpinan;

menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan;
menyiapkan bahan evaluasi diklat kepemimpinan, dikiat prajabatan, pembenan
tugas dan ijin belajar di lingkungan pemeriniah kabupaten bekasi

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, man;;mah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Diklat Kepemimpinan

menyusun  bahan laporan akuntabiltas kerja lingkup subbidang Diklat
Kepemimpinan

menyusun peranggungiawaban laporan kegiatan dan keuangan pada lingkup
Sub Bidang Diklat Kepemimpinan

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Diklat
Kepemimpinan

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas,



B8
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memberikan saran dan perimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku,

membimbing atsu memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan ancar,

menitai hasil kera bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan {ugas dan/atau kegiatan kepada atasan:

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 33

Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol  urusan
penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bidang Dikiat Teknis dan Fungsional mempunyai fungsi
a. kegiatan urusan penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional;
b. pelaksanaan urusan penyslenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional;
¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan penyelenggaraan Dikiat Teknis dan
Fungsional; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sasual dengan tugas dan

fungsinya

Pasal 34

Sub Bidang Dikiat Teknis dan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal
uraian tugas sebagai berikut

a,

menyusun rencana Kegiatan dan anggaran Sub Bidang Diklat Teknis dan
Fungsional,

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Diklat Teknis
dan Fungsional,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;



mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Diklat Teknis dan Fungsional sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan
LPPD ima tahunan Kabupaten:

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpuikan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional:

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

menyiapkan bahan analisa kebutuhan diklat teknis dan fungsional di lingkungan
pemerintah kabupaten bekasi

menyiapkan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan diklat teknis dengan
Lembaga Diklat Terakreditasi dan Perguruan Tinggi

menyiapkan bahan pengkoerdinasian penyelenggaraan diklat fungsional dengan
Instansi Pembina Jabatan Fungsional

menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatanffasilitasi pengiiman peserta
diklatbimbingan teknis dan diklat fungsional bagi pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi

menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi diklat/bimbingan teknis dan diklat
fungsional bagi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

menyiapkan bahan rumusan penugasan bagi peserta diklaUbimbingan teknis dan
diklat fungsional

menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan bagi pegawai
dilingkungan pemerintah kabupaten Dekasl pada instansi swasta atau instansi
pemerintah lain

menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan pegawal instansi
pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten bekasi

menyiapkan  bahan-bahan  petunjuk  teknis  penyelenggaraan  Diklat
teknis/fungsional;

menyiapkan bahan evaluasi diklatbintek teknis, diklat fungsional dan
penyelenggaran pemagangan di lingkungan pemerintah kabupaten bekasi
menyiapkan bahan analisa pengembangan pegawai melalui melalui pendidikan
dan

pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus, penataran dan pemagangan
melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja lingkup subbidang Diklat Teknis dan
Fungsional
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menyusun pertanggungiawaban faporan kegiatan dan keuangan pada lingkup
Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Diklat
Teknis dan Fungsional

mempelajan, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
datam pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pamecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawshan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan |ainnya yang diberikan cleh atasan.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kegiatan Badan sesuai kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fupgsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Kelompok jabatan fungsional terdin dan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh secrang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan
dan beban kerjanya.



'. (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional datur sesual peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

(1) Penyelenggaraan tugas pokek dan fungsi Badan dilaksanakan oleh para Kepala
Bidang, para Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut

bidang tugasnya masing-masing.

(2) Pelaksanaan tugas pokek, fungsi dan kewenangan Badan diatur lebih lanjut dalam
'. bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

I (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip
f koordinasi, integrasi, sinkronisas: dan simplipikasi.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib memimpin dan
memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

- P | 37
. asal 3

(14~ Kepala Badan wajic bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

{2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib bertanggung jawab
dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

(3) Pengaturan mengenal jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada
ketentuan yang beriaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili



Pasal 38
(1) Sekretaris mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.

(2) Apabila Kepala Sekretanis berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk salah

seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.



(1)

(2}

{3)

(4)

BAB WV
KEPEGAWAIAN
Fasal 38

Kepala Badan diangkat dan dibarhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan

Sekretaris Daerah.

Kepala Badan wajib meiaksanakan pembinaan, pengawasan mealekat dan
membusat sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesual peraturan perundang-undangan

yang beriaku.

Kepala Badan wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji
pegawai bawahannya sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan lasin mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V|
PEMBIAYAAN
Pasal 40

Pembiayaan Badan bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi.

(1)

(2)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUR
Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenal teknis
pelaksanaannya akan datur kemudian.

Dengan berskusys Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang
sama dicabut dan dinyatakan fidak beriaku lag



Pasal 42
Peraturan ini mulai berlaku pada tangga! diestangkan
o |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

BUPATI BEKASI

Hj. NENENG HASANAH YASIN



{2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang
sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cikarang Pusat

pada tanggal 31 December 2014
f

¥ BUPATI BEKASI #

4 ff'li- HWH YASIN




